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This study aims to analyze the forestry institutional performance in the autonomous region in terms of institutional 
capacity and public service. The study is expected to be useful as a material consideration in determining the 
information and regional policy especially in the sector conducted from January to late March 2011 kehutanan.Penelitian 
in Gowa Kabupaten Forestry and Plantation and Jeneponto and the Department of Agriculture and Forestry Kabupaten 
Takalar South Sulawesi Province. Data were analyzed with descriptive qualitative approach. The main thing it does is 
explain the capacity of forestry institutions of secondary data obtained from the institutional structure, human resources, 
and strategic plans. After getting a picture of institutional capacity and performance issues facing forestry are identified 
by looking at aspects of forest management. The results showed that the organizational structure varies according to 
regulations issued.  Number of levels of quality education in general is one of the strata while the number of technical  
personnel who deal with forest area, and Jeneponto Takalar Kabupaten is ideal for Gowa while not in accordance with 
the existing forest areas. In terms of public service performance, Gowa and Jeneponto implement four management 
activities pursuant to Law No.41 of 1999 on Forestry, while the Kabupaten did not Takalar forest governance and forest 
management planning. The focus of the Gowa forest use activities and use of forests and forest protection and nature 
conservation.  Kabupaten Takalar forest rehabilitation and reclamation. While the Kabupaten Jeneponto ie forest 
protection and nature conservation. 
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PENDAHULUAN 
Pengelolaan hutan pada masa orde baru 
ditangani sepenuhnya oleh pusat atau bersifat 
sentralistik, dimana dianggap sebagai salah satu 
kesalahan dalam pengelolaan hutan. Dimana pada 
masa sentralistik segala pengurusan hutan belum 
ditangani oleh pihak pemerintah daerah, sehingga 
pihak daerah merasa tidak sepenuhnya bertanggung 
jawab atas sumber daya hutan yang dimiliki.  
 Setelah adanya ketidakpuasan dari pemerintah 
daerah dan adanya tekanan dari bawah sehingga 
pemerintahan yang bersifat top-down diubah menjadi 
bottom-up. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan Undang-
undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang kemudian direvisi pada tahun 2004 di 
tandai dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Hal ini tentunya 
lebih memudahkan pihak daerah untuk pengurusan dan 
pengelolaan wilayah adminitrasinya 
Munculnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 
dan Undang-undang 32 Tahun 2004, maka 
pengelolaan sumber daya hutan tidak lagi bersifat 
terpusat namun dlimpahkan ke pemerintah daerah. Hal 
ini tentunya pengelolaan hutan lebih mudah untuk 
dilakukan karena pihak daerah memilki wewenang 
serta pengawasan secara langsung.  Namun pada 
masa desentralisasi, pengelolaan hutan ditangani oleh 
pemerintah daerah belum dapat menekan laju 
degradasi dan deforestasi hutan. 
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Sektor kehutanan merupakan sektor yang dapat 
diberikan tanggung jawab kepada instansi daerah 
walaupun pada masa desentralisasi sektor kehutanan 
bukan sektor wajib ada di setiap daerah, dan 
merupakan sektor pilihan yang memungkinkan untuk 
disandingkan dengan dinas lain. Dalam era 
desentralisasi pengeloaan hutan, lembaga kehutanan 
memilki peran yang sangat penting untuk menjaga, 
mengelola, serta mengawasi hutan yang berada di 
daerahnya sendiri.  Dimana lembaga kehutanan 
diharapkan ditangani oleh pihak profesional dan  
diharapakan struktur daerah di bidang kehutanan 
ditangani dengan baik 
Penanganan hutan yang secara resmi 
diberikan ke lembaga kehutanan di daerah belum dapat 
mengurangi tingkat kerusakan hutan baik itu konversi 
lahan, okupasi lahan, ilegal logging, dan lain-lain. Hal 
ini tentunya sangat memprihatinkan karena semestinya 
dengan adanya desentralisasi pengelolaan sumber 
daya hutan, maka tingkat pengawasan lebih baik 
karena pihak daerah dengan mudah dan secara 
langsung menangani setiap permasalahan kehutanan. 
Hal ini tentunya dititik beratkan kepada lembaga 
kehutanan yang seharusnya bekerja lebih  meningkat 
dari tahun ke tahun.  
 Masalah di sektor kehutanan dewasa ini 
ternyata masih hangat untuk dibicarakan. Hal ini 
tentunya merupakan tanggung jawab yang harus 
ditangani oleh pihak daerah sehingga peranan setiap 
elemen instansi daerah khususnya instansi di sektor 
kehutanan sebagai ujung tombak pengelolaan hutan 
dapat menekan kerusakan atau masalah-masalah 
sektor kehutanan.  
Informasi mengenai kapasitas serta kinerja 
kelembagaan kehutanan, khususnya pada masa 
otonomi daerah sangatlah kurang dan mutlak 
diperlukan. Maka dengan hal tersebut diperlukan 
sebuah kajian tentang performansi kelembagaan 
kehutanan setelah otonomi daerah yang dilakukan 
pada beberapa daerah yang di khususkan di daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan.     
Penelitian ini bertujuan untuk untuk 
menganalisis performansi Kelembagaan  kehutanan 
pada saat otonomi daerah dari segi kapasitas 
kelembagaan dan pelayanan publik.  Penelitian ini 
diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan 
pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah 
khususnya di sektor kehutanan 
METODOLOGI  PENELITIAN 
Waktu dan Tempat 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 
sampai Maret 2011. Lokasi penelitian bertempat di 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa 
dan Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Metode Pengumpulan Data 
Data Primer merupakan data yang diperoleh 
dari hasil observasi dan wawancara mendalam kepada 
keyinformant mengenai data-data yang tidak 
didapatkan serta permasalahan kehutanan yang 
dihadapi. Dimana data primer meliputi kinerja lembaga 
kehutanan pada masa otonomi daerah. Sedangkan 
data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari 
data yang sudah tersedia di instansi antara lain struktur 
kelembagaan, sumber daya manusia, program kerja 
tahunan, luas kawasan,  serta rencana strategis. 
Analisis Data. 
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif 
(Qualitative–Descriptive Analysis)  hal utama yang 
dilakukan adalah mendeskripsikan kapasitas 
kelembagaan kehutanan yang diperoleh dari data 
sekunder berupa struktur kelembagaan, sumber daya 
manusia, program kerja tahunan, luas kawasan,  serta 
rencana strategis. 
Setelah mendapatkan gambaran kapasitas 
kelembagaan dan permasalahan yang dihadapi maka 
dilakukan identifikasi kinerja kehutanan dengan melihat 
aspek pengelolaan hutan (undang-undang 41 tahun 
1999) melalui kegiatan:   
1. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan,   
2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 
Hutan,   
3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan 
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Demi terciptanya pengelolaan yang baik, setiap 
elemen lembaga kehutanan baik struktur organisasi, 
sumber daya manusia dan tenaga teknis diharapkan 
memadai demi menjawab tantangan sektor kehutanan. 
Lembaga kehutanan inilah yang diharapkan berperan 
lebih baik dari sistem pemerintahan sebelumnya dan 
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memiliki kapasitas yang lebih baik. Hasil penelitian 
yang dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten 
Gowa, Takalar dan Jeneponto dapat diketahui 
kapasitas kehutanan melalui struktur organisasi, 
sumber daya manusia serta tenaga teknis dan 
kapasitas pelayanan publik melalui kinerja selama satu 
tahun terakhir yang kemudian dikaitkan dengan 
kegiatan pengelolaan menurut UU 41 tahun 1999. 
Kapasitas Kelembagaan 
 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi di lembaga daerah pada 
masa otonomi daerah khususnya lembaga kehutanan 
sepenuhnya telah ditentukan oleh pemerintah daerah 
yang diresmikan melalui peraturan daerah. 
Berdasarkan peraturan daerah, lembaga kehutanan 
memiliki struktur yang dijabarkan ke dalam susunan 
struktur organisasi dari segi jumlah setiap 
kepengurusan dari lokasi penelitian yang dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Jumlah Pejabat Struktural pada Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan 
Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar 
  
Tabel 1 menunjukkan bahwa struktur 
organisasi kehutanan di setiap daerah pada umumnya 
memiliki jumlah yang hampir sama. Kabupaten Gowa 
dan Takalar memiliki jumlah struktur dari kepala dinas 
sampai kepala seksi memiliki jumlah yang sama, 
namun memiliki kepengurusan yang berbeda hal ini 
dikarenakan  penggabungan dinas kehutanan dengan 
dinas yang berbeda, di Kabupaten Gowa dinas 
kehutanan digabung dengan dinas perkebunan 
sedangkan Dinas Kehutanan Takalar digabungkan 
dengan dinas pertanian.  Hal ini tentunya menjelaskan 
tingkat  perbedaan sektor kehutanan di masing-masing 
daerah. 
Kabupaten Gowa memiliki struktur yang 
sepenuhnya mempertimbangkan aspek kehutanan. 
Setiap 2 bidang pada struktur organisasi berkaitan 
tentang pengurusan hutan walau sebagaian bidang 
juga mengurusi permasalahan perkebunan. Berbeda 
dengan Gowa, Takalar tidak sepenuhnya 
memperhitungkan sektor kehutanan dalam setiap 
struktur organisasinya. Tentunya disebabkan oleh 
banyaknya sektor yang berada pada dinas tersebut. 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Jeneponto, hanya memiliki 3 bidang saja yang 
kemudian terbagi ke dalam 8 seksi. Hal ini tentunya 
menjelaskan perbedaan jumlah bidang dengan 
Kabupaten Gowa dan Takalar. Pada Dinas Kehutanan 
Jeneponto tidak sepenuhnya menjadikan sektor 
kehutanan adalah hal yang proritas dalam 
pembentukan struktur organisasi. Hal ini ditandai 
dengan hanya 2 bidang  yang menangani 
permasalahan kehutanan. Untuk lebih jelasnya jumlah 
dan persentase struktur yang menangani sektor 

























Kepala Seksi (Orang) 
1. Gowa        1        1         3      4 12 
2. Takalar        1        1         3      4 12 
3. Jeneponto        1        1         3      3 8 
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Tabel 2. Persentase Jumlah Bidang yang menangani sektor  Kehutanan pada Struktur Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar 
 
 
Kabupaten Gowa memiliki persentase bidang 
kehutanan sebesar 50%, hal ini tentunya menunjukkan 
bahwa struktur organisasi Dinas kehutanan dan 
Perkebunan Gowa memproritaskan sektor kehutanan 
sebagai sektor utama dalam pembentukan struktur 
organisai daerah.  
Melihat struktur bidang yang berada di Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Gowa, 2 
Bidang menangani permasalahan hutan dan 2 bidang 
lainnya menangani permasalahan perkebunan. Hal ini 
di didasari atas kebutuhan yang seimbang dari sektor 
keduanya. Namun jika melihat perbandingan dari luas 
kawasan hutan dan luas lahan perkebunan Kabupaten 
Gowa tentunya  sangatlah tidak dapat untuk di 
setarakan dimana luas kawasan hutan 63.099 Ha 
sedangkan luas kawasan perkebunan 28.714 Ha. 
Sedangkan pemerataan bidang kehutanan dan 
perkebunan didasari agar meratanya penanganan 
sektor-sektor yang berada di Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan. Hal ini tentunya mengambarkan bahwa 
pengabungan sektor kehutanan dengan sektor non 
kehutanan yang notabeni berbeda pandangan dapat 
mengakibatkan fokus kegiatan kehutanan yang 
terhambat mengingat hutan merupakan salah satu hal 
yang paling kompleks saat ini. 
Kabupaten Takalar hanya memiliki persentase 
struktur sektor kehutanan sebesar 25% hal ini 
dikarenakan penggabungan multisektor baik itu sektor 
perkebunan, pertanian, peternakan serta kehutanan. 
Hal ini tentunya mengakibatkan sektor kehutanan tidak 
sepenuhnya menjadi pusat pengurusan, sehingga 
dalam penentuan kegiatan tidak sepenuhnya  
memproritaskan sektor kehutanan. 
Kabupaten Takalar, memiliki 4 bidang yang 
menangani tanaman pangan dan holtikultura, 
peternakan, perkebunanan dan kehutanan. Dimana 
dalam 4 bidang tersebut 1 bidang yang menangani 
permasalahan kehutanan. Hal ini di karenakan 
permasalahan kehutanan di kabupaten Takalar tidak 
sepenuhnya di fokuskan dengan  luas kawasan hutan 
yang relatif kecil yaitu sebesar 9.724 Ha. Hal ini 
tentunya tidak efektif karena luas tersebut merupakan 
17,16% dari total luas Kabupaten Takalar. Hal ini juga 
didasari karena fokus kegiatan Kabupaten Takalar ke 
bidang perikanan dengan luasan sebesar 9.199 Ha 
sebagai pusat pengembangan rumput laut. Sektor 
pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan 
bukan merupakan fokus kegiatan sehingga sektor-
sektor tersebut digabungkan. Hal ini tidaklah efektif, 
terbukti melalui kegiatan kehutanan hanya di fokuskan 
sebesar 20%. 
 Kabupaten Jeneponto memiliki total struktur 
bidang yang  lebih sedikit dibandingkan dengan kedua 
kabupaten lain, namun Kabupaten Jeneponto 
memproritaskan kehutanan dalam pembentukan 
organisasi, hal ini dibuktikan dengan persentase 
sebesar 66,67% sektor kehutanan di dalam struktur 
organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Jeneponto.  
 
Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia suatu lembaga daerah 
khususnya sektor kehutanan haruslah sejalan dengan 
kebutuhan daerah. Diperlukan pula kapasitas SDM 
yang memadai demi terkelolanya hutan dengan baik. 
Adapun jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta 
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar 








1. Gowa 4 2 50 
2. Takalar 4 1 25 
3. Jeneponto 3 2 66,67 
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Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta 
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Berdasarkan tingkat Pendidikan  
 
 
 Ditinjau dari aspek tingkat pendidikan dari 
sebuah lembaga (Tabel 3) dapat diketahui kapasitas 
yang dimiliki oleh sebuah lembaga dalam menjalankan 
roda organisasi serta kinerja-kinerja yang terkait. 
Tingkatan pendidikan merupakan aspek yang 
menentukan tentang kinerja serta peran setiap sumber 
daya masnusia yang berada pada instansi. Tingkatan 
pendidikan tertinggi yang harus berperan aktif dalam 
penentuan kebijakan serta kegiatan yang akan 
dilakukan oleh sebuah lembaga. 
Kabupaten Gowa memiliki jumlah tenaga teknis 
S2 (tingkat pendidikan tertinggi) sebanyak 13 orang. 
Hal ini tentunya positif mengingat permasalah serta 
kendala yang dihadapi oleh sektor kehutanan di 
Kabupaten Gowa. Tentunya penanganan 
permasalahan dan demi terciptanya pelayan publik 
yang baik maka diperlukan jumlah tingkat pendidikan 
tertinggi (S2) dan pengembangan pendidikan dan 
pelatihan untuk mengisi susunan organisasi agar dalam 
penentuan kebijakan serta kegiatan setiap 
kepengurusan dapat tertata dan terkelola dengan 
sangat baik. 
Pendidikan S1 pada Kabupaten Gowa 
menempati jumlah yang terbanyak diantara jenjang 
pendidikan lain. Hal ini tentunya  positif mengingat 
bahwa kegiatan kehutanan membutuhkan sumber daya 
manusia yang memadai demi terciptanya pelayanan 
publik yang baik. Dapat dijadikan dasar bahwa sumber 
daya manusia S1 dapat memberikan kinerja yang baik 
terhadap sebuah instansi. Namun diperlukan kapasitas 
dari jenjang pendidikan ini yang memadai, dalam hal ini 
sesuai dengan latar belakang pendidikan yang di geluti. 
Tentunya sarjana strata 1 ini haruslah memilki latar 
belakang pendidikan lingkungan agar dalam setiap 
konsep dan kegiatan yang dilakukan didasarkan atas 
prinsip pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. 
Kegiatan sektor kehutanan Kabupaten Gowa 
sebesar 40% merupakan jumlah kegiatan yang relatif 
kecil. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas Sumber 
daya manusia masih sangat kurang mengingat luas 
kawasan hutan dengan luas 63.099 Ha. Dalam 
pelaksanaan kegiatan kehutanan Gowa tentunya  
memilki banyak masalah, maka diperlukanlah kapasitas 
sumber daya manusia yang berlatar belakang 
kehutanan demi penagananan sektor kehutanan dan 
menjawab tantangan kehutanan terbaru.  
Pada masa otonomi daerah, kebijakan atau 
paradigma pembangunan  sektor kehutanan terus 
berkembang serta isu-isu sektor kehutanan yang 
semakin kompleks. Dengan jumlah pegawai sebesar 
148 orang, semestinya kegiatan kehutanan dapat lebih 
banyak dilakukan. Bukan hanya sebanyak 10 kegiatan 
saja. Ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya 
manusia relatif masih dangat rendah adan memiliki 
rimbawan yang masih sangat sedikit.  
Kabupaten Takakar memiliki jumlah sumber 
daya manusia sebanyak 105 orang yang terbagi ke 
bebapa jenjang pendidikan hal ini tentunya merupakan 
jumlah yang banyak namun jumlah tersebut tidak 
sepenuhnya mengarah ke sector kehutanan. Jumlah 
S2 dan S1 yaitu 41 orang lebih sedikit dengan jumlah 
tenaga kerja SMA, hal ini tentunya mengambarkan 
bahwa jumlah tenaga kerja Dinas Pertanian dan 
Kehutanan Kabupaten Takalar tidak terlalu efektif 
No. Tingkat Pendidikan Gowa Takalar Jeneponto 
1. Sekolah Dasar 
 
- - 1 
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 - 2 
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 9 57 20 
4. Diploma Satu (D1) 21 4 - 
5. Diploma Tiga (D3) 43 3 3 
6. Sarjana Strata Satu (S1) 61 38 33 
7. Sarjana Strata Dua (S2) 13 3 5 
Jumlah 148 105 64 








disebabkan kurangnya tenga kerja yang kompeten. Hal 
ini juga ditandai dengan jumlah kegiatan sebesar 40 
kegiatan yang diantaranya 8 kegiatan kehutanan.  
Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah sumber 
daya manusia sebanyak 64. Hal ini mengambarkan 
kurangya tenaga kerja yang berada pada instansi 
tersebut. Namun jumlah sarjana sebanyak 38 (S1 dan 
S2) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah  non 
sarjana sebanyak 26 orang. Hal ini mengambarkan 
bahwa SDM Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Jeneponto sudah cukup baik namun 
diperlukan pengembangan peltihan secara teknis agar 
pengelolaan hutan dapat menyelesaikan permasalahan 
sumber daya hutan yang dimiliki. 
Tenaga Teknis Kehutanan 
Sebuah instansi haruslah memiliki jumlah atau 
kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini 
tentunya harus sejalan pula dengan jumlah tenaga 
teknis yang menangani sektor pada instansi daerah. 
Pada masa otonomi daerah tenaga teknis tentunya 
sangat diperlukan dan sangat berperan penting 
khususnya sektor kehutanan yang mengalami 
permasalahan yang sangat kompleks. Adapun jumlah 
dan persentase tenaga teknis sektor kehutanan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan 
Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Jumlah Tenaga Teknis Lapangan Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto 
 
Semakin tinggi luas kawasan hutan seharusnya 
semakin tinggi pula jumlah tenaga teknis yang berada 
di instansi kehutanan daerah. Standar kemampuan tiap 
rimbawan dalam mengelola hutan adalah 1:833,33 ha 
(Departemen Kehutanan, 2000). Dari perbandingan ini 
dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tenaga teknis 
rimbawan dapat melakukan pengelolaan hutan seluas 
833,33 ha. Sehingga dalam penerimaan anggota 
instansi daerah haruslah memperhatikan perbandingan 
tersebut. Tenaga teknis kehutanan dalam hal ini belum 
tentu belatar belakang kehutanan, dari berbagai 
macam tenaga teknis hanya sebagian kecil yang 
belatarbelakang kehutanan, namun tenaga teknis disini 
disesuaikan dengan posisi serta peran kerja yang 
dihadapi.  
Berdasarkan lampiran PP No. 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam lembar 
Pembagian Urusan Pemerintahan  Bidang Kehutanan 
menjelaskan bahwa wewenang daerah dalam 
pengelolaan hutan baik dalam bentuk rehabilitasi, 
perlindungan, serta inventarisasi adalah hutan lindung 
dan hutan produksi sedangkan daerah merupakan 
pertimbangn teknis dan pengusulan terhadap kegiatan 
hutan konservasi pada daerah tersebut. Hutan 
mangrove pada areal Kabupaten Takalar merupakan 
wewenang daerah karena kegiatan rehabilitasi pada 
kawasan hutan dan lahan termasuk hutan mangrove 
pada PP. 38 tahun 2007 menegaskan bahwa pihak 
daerah berhas merehabilitasi lahan hutan produksi, 
lindung dan mangrove. 
Tabel 5. Perbandingan Jumlah Tenaga Teknis Lapangan Kehutanan dan Luas Kawasan Hutan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar 
No. Kabupaten Total Jumlah 
Tenaga Kerja 
Jumlah 
Tenaga Teknis Kehutanan 
Persentase 
(%) 
1. Gowa 148 32 21,62 
2. Takalar 105 15 14,28 
3. Jeneponto 64 17 26,56 






Perbandingan Jumlah Tenaga Teknis yang 
seharusnya 
1. Gowa 32 59.790 1: 1868,43 72 
2. Takalar 15 5.046 1: 336,4 7 
3. Jeneponto 17 8.278 1:486,94 10 
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Kabupaten Gowa memiliki jumlah tenaga teknis 
yang masih sangat kurang jika dibandingkan luas 
kawasan hutan 63.099 Ha dengan jumlah hutan 
konservasi sebagai wewenang pusat adalah 3.309 Ha 
sehingga kawasan hutan yang menjadi wewenang 
daerah untuk kegiatan pengelolaan seluas 5.970. 
Perbandingan tersebut mengartikan bahwa setiap 
tenaga teknis bekerja pada luas kawasan hutan 
1.868,43 Ha. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan 
standar kemampuan seorang ahli kehutanan jika 
merujuk pada ketetapan Departemen Kehutanan pada 
Tahun 2000. Luas kawasan hutan Kabupaten Gowa 
harusnya diimbangi dengan jumlah tenaga teknis 
sebesar 74 orang. Jadi tergambarkan bahwa 
kekurangan tenaga teknis sektor kehutanan sebesar 40 
tenaga teknis. 
Kinerja kehutanan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan  Kabupaten Gowa, yaitu 10 kegiatan 
kehutanan dimana kegiatan pada umumnya terfokus 
pada penggunaan dan pemanfaatan hutan serta 
perlindungan hutan dan konservasi alam. Hal ini 
tentunya didasari atas luas kawasan yang luas 
sehingga kegiatan pengunaan dan pemanfaatan 
kehutanan memungkinkan lebih banyak untuk 
dilakukan. Namun dapat dipastikan apabila kegiatan ini 
tidak didukung oleh kapasitas sumber daya manusia 
dan tenaga teknis pemanfaatan dan penggunaan akan 
berorientasi terhadap sektor ekonomi sehingga sektor 
ekologi tidak sejalan dengan prinsip etika lingkungan. 
Walaupun pada kinerja kehutanan Gowa juga 
berorinatsi terhadap perlindungan hutan tapi hal ini 
tetap haruslah didukung oleh kapasitas tenaga teknis 
yang memadai. 
Kabupaten Takalar memiliki jumlah tenaga teknis 
sebanyak 15 orang dengan jumlah yang semestinya 
adalah 7 orang dengan luas kawasan hutan 5.046 Ha 
yang menjadi wewenang daerah. Dilihat dari 
persentase tenaga teknis kehutanan dengan jumlah 
total pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Takalar masih sangat sedikit. Namun jika 
ditinjau dari aspek luasan hutan, tenaga teknis 
Kabupaten Takalar sudah memenuhi dengan 336,4 Ha 
per tenaga teknis. Namun karena penggabungan multi 
sektor di Kabupaten Takalar Sehingga kegiatan 
kehutanan bukan merupakan satu-satunya focus 
kegiatan dengan persen kegiatan 20%.  
Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap tenaga 
teknis Kabupaten Takalar melaksanakan kegiatan 
pengelolaan hutan seluas 336,4 Ha. Hal ini tentunya  
memadai mengingat kemampuan seorang rimbawan 
menurut Departemen Kehutanan mampu mengelola 
seluas 833,33 Ha.  Hal ini menunjukkan jumlah tenaga 
teknis yang sebanyak 15 orang tenaga teknis 
merupakan jumlah yang ideal . Laus kawasan hutan 
Kabupaten Takalar relatif tidak terlalu luas jika 
dibandingkan dengan luas kawasan hutan Kabupaten 
Gowa. Namun kinerja kehutanan sebanyak 8 kegiatan 
menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang dilakukan 
lebih sedikit karena pengabungan 4 sektor dalam satu 
naungan instasi. 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Jeneponto memiliki tenaga teknis sebanyak 17 orang. 
Jumlah tenaga teknis Kabupaten Jeneponto hanya 
membutuhkan 10 orang karena luas kawasan hutan 
yang relatif kecil. Maka tenaga teknis yang berada pada 
instansi kehutanan Kabupaten Jeneponto sesuai 
dengan kapasitas untuk menangani luas kawasan 
hutan agar kiranya luas kawasan hutan yang ditetapkan 
dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan arah 
pembangunan kehutanan saat ini.  
Luasnya kawasan hutan harus  diikuti dengan 
kapasitas atau jumlah tenaga teknis yang memadai 
yang diharapkan kegiatan kehutanan di daerah otonom 
menjadi kegiatan pokok dari lembaga kehutanan 
daerah. Kabupaten Gowa memiliki jumlah tenaga teknis 
yang banyak namun dari aspek luas kawasan hutan 
tentunya hal ini belum mencapai angka ideal, 
sedangkan kabupaten Takalar dan Jeneponto memiliki 
jumlah yang relative sedikit namun dari aspek luas 
kawasan hutan sudah memenuhi standar Departemen 
Kehutanan.  
Pelayanan Publik 
Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Gowa Permasalahan yang timbul di bidang 
kehutanan sangat kompeks, dimana masih banyak 
terjadi pencurian dan penebangan kayu secara liar 
dalm kawasan hutan (illegal logging) serta terjadinya 
kebakaran hutan pada musim kemarau yang dilakukan 
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga 
menimbulkan dampak yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap ekosistem, tata air dan udara. Dimana pada 
Kabupaten Gowa memilki Dam di Bili-bili sehingga 
diperlukan penjagaan kawasan yang berada di sekitar 
dam tersebut. 








Kabupaten Takalar merupakan Kabupaten 
dengan luas kawasan hutan agak relatif kecil. Sehingga 
permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana 
menciptakan suasana hijau serta penjagaan yang 
intensif terhadap kawasan tersebut. Permasalahan 
yang dihadapi serta tantangan sektor kehutanan adalah 
tingginya degradasi hutan mangrove karena fokus 
pembangunan Kabupaten Takalar adalah sektor 
perikanan sehingga menyebabkan banyak konversi 
lahan hutan mangrove menjadi areal pertambangan. 
Kabupaten Jeneponto merupakan daerah 
dengan tingkat lahan kristis yang tinggi. Adapun 
permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan 
kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan. Pada 
kawasan hutan Jeneponto belum ditetapkan kawasan 
konservasi sehingga kawasan penjagaan harus lebih 
diintensifkan. Dan akses masyarakat pada kawasan 
hutan Jeneponto harus lebih ditingkatkan. 
 
Kinerja 
Kinerja kegiatan kehutanan masih relatif kecil hal 
tersebut ditandai dengan jumlah kegiatan pada masing-
masing kabupaten berkisar antara 8 sampai 10 
kegiatan. Untuk lebih jelasnya persentase kinerja 
kelembagaan kehutanan pada masing-masing daerah 
dengan total kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Persentase Kinerja Sektor Kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto 
serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar 
 
Kegiatan pengelolaan kehutanan pada Undang-
undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan tersebut 
kemudian diidentifikasi pada kegiatan yang dilakukan 
pada kelembagaan kehutanan daerah.  Dimana 
mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dan 
membandingkan jumlah kegiatan yang dilakukan pada 
satu tahun terakhir.  
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan 
Tata hutan dilaksanakan dalam rangka 
pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk 
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. 
Dari seluruh kegiatan kehutanan pada lembaga 
kehutanan daerah maka diidenfikasi kegiatan tentang 
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 
pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Kegiatan dan Persentase Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Takalar 
Tabel 7 menjelaskan bahwa  kegiatan tata 
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 
memiliki tingkatan perbedaan di masing-masing 
kabupaten. Kabupaten Gowa melaksanakan kegiatan 
tersebut hanya 1 kegiatan di antara 10 kegiatan 
kehutanan yang dilaksanakan dengan persentase 
kegiatan sebesar 10%, hal ini menandakan kurangnya 
perhatian lembaga kehutanan terhadap kegiatan tata 
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. 
Kegiatan ini tentunya untuk mengurangi lahan-lahan 
kritis serta agar adanya pihak yang bertanggung jawab 
atas kerusakan hutan yang terjadi. 
No. Kabupaten Jumlah Kegiatan Bidang yang Menangani 
Kehutanan 
Total Kegiatan Bidang Persentase 
(%) 
1. Gowa 10 25 40 
2. Takalar 8 40 20 
3. Jeneponto 8 11 72,73 






1. Gowa Perencanaan dan Pengembangan 
Hutan Kemasyarakatan 
1 10 10 
2. Takalar Tidak ada  0 8 0 
3. Jeneponto Inventarisasi Potensi Sumber 
Daya Hutan 
1 8 12,5 
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  Kabupaten Takalar tidak melaksanakan 
kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan. Hal tersebut disebabkan karena 
kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan memerlukan sebuah instansi atau 
lembaga kehutanan yang kuat sedangkan pada 
Kabupaten Takalar  pengabungan 4 sektor baik 
perkebunan, pertanian, peternakan dan kehutanan 
berdampak terhadap lemahnya kegiatan kehutanan 
karena pada instansi tersebut tidak sepenuhnya 
mefokuskan kegiatan kehutanan sebagai sektor  utama 
yang memerlukan perhatian khusus. Sektor kegiatan 
kabupaten Takalar terhadap tata guna lahan terjadi 
karena permasalahan konversi lahan hutan menjadi 
areal tambak sehingga  
diperlukan kebijakan atas alas hak hutan mangrove 
melalui tata guna hutan dan skema pemberdayaan 
hutan kemasyarakatan.  
 Kabupaten Jeneponto melaksanakan kegiatan 
tersebut sama pada Kabupaten gowa sebanyak 1 
kegiatan. Namun dilihat dari total kegiatan kehutanan, 
Kabupaten Jeneponto melakukan 8 kegiatan sehingga 
persentase kegiatan tata hutan dan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan sebesar 12,5%. Namun 
dalam areal pencadangan Kabupaten Jenponto telah 
berusaha dalam penetapan hutan kemasyarakatan. 
Kegiatan inventarisasin tersebut dilakukan demi 
terjaganya serta database potensi lahan hutan yang 
relative sangat sempit. Maka diperlukan upaya yang 
sangat intensif salah satu melalui kegiatan 
invebtarsisasi agar control tetap berada pada lembaga 
kehutanan daerah. 
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 
Hutan 
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan 
hutan  bertujuan untuk memperoleh manfaat yang 
optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara 
berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dari 
seluruh kegiatan kehutanan pada lembaga kehutanan 
daerah maka diidenfikasi kegiatan pemanfaatan hutan 
dan penggunaan kawasan hutan pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Kegiatan dan Persentase Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Takalar 
 
 Tabel 8 menjelaskan bahwa kegiatan 
pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan masih 
relatif kecil hal dibuktikan dengan kisaran kegiatan 
antara 1-4 kegiatan per kabupaten. Kabupaten Gowa 
melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan 
hutan sebanyak 4 dengan persentase kegiatan sebesar 
40%. Hal ini sudah sangat intensif jika melihat luasan 
kawasan hutan Kabupaten Gowa 63.099 Ha. Hal ini 
tentunya lebih banyak dilakukan agar kawasan hutan 
tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dengan 
melihat aspek ekologi dan ekonomi.  
 Kabupaten Takalar melakukan kegiatan dalam 
bentuk pengembangan lebah madu, hal ini dilakukan 
agar fokus masyarakat terhadap hutan yaitu sekor hasil 
hutan bukan kayu, sehingga permasalahan konversi 
lahan hutan mangrove dapat dimimalisir. Kegiatan ini 
tentunya sangat positif mengingat kawasan hutan yang 
relative sempit, sehingga kegiatan pemnaffatn hutan 
tidak lah identik dengan hasil hutan kayu saja, untuk itu 
kegiatan ini juga dapat diharapkan menjadi kegiatan 
peningkatan PAD sector kehutanan. Sehingga dapat 
memberikan  
pandangan positif terhadap penanganan kehutanan 
oleh lembaga daerah. 
Jeneponto melaksanakan kegiatan 
pemanfaatan dan penggunaan dengan jumlah 2 
kegiatan dengan persentase sebesar 12,5% dari 
seluruh kegiatan sektor kehutanan. Hal ini disebabkan 







1. Gowa - Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan 
- Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 
- Pengembangan Pengujian     Peredaran Hasil Hutan 













2. Takalar Pengembangan lebah madu 1 8 12,5 
3. Jeneponto - Pengembangan Industri dan Pengendalian Peredaran 
Hasil Hutan 
1 8 12,5 








karena kurangnya luasan hutan kabupaten tersebut. 
Sehingga diperlukan sebuah kelembagaan yang kuat 
dari segi sumber daya manusia demi meningkatnya 
kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan di 
kawasan hutan yang relatif kecil. 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan 
untuk memulihkan, mempertahankan, dan 
meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 
dukung, produktivitas, dan peranannya dalam 
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 
Dari seluruh kegiatan kehutanan pada lembaga 
kehutanan daerah maka diidenfikasi kegiatan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan pada Tabel 9. 
Tabel 9 menunjukkan bahwa kegiatan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan pada Kabupaten Gowa 
relatif sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Takalar 
dan Jeneponto yaitu hanya 1 kegiatan berupa 
pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan.  Hal ini 
disebabkan karena kawasan hutan masih luas namun 
sehingga untuk penanganan lahan kritis melalui 
kegiatan penyediaan bibit agar dapat menambah hutan 
di luar kawasan hutan yang telah ditetapkan. 
Kabupaten Takalar melakukan kegiatan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan sebanyak 5 
kegiatan.hal ini membuktikan bahwa kegiatan 
kehutanan Kabupaten Takalar terfokus pada kegiatan 
rehabilitasi hutan dengan persentase 62,5%.  Hal ini 
disebabkan banyaknya lahan kritis serta konversi lahan 
hutan di Kabupaten Takalar sedangkan luas hutan 
yang relatif sedikit sekitar  17,16 persen dari total luas 
daratan. 
 Tabel 9 Kabupaten Jeneponto menunjukkan 
bahwa kegiatan rehabilitasi dilaksanakan sebanyak 2 
kegiatan. Kegiatan rehabilitasi hutan di Kabupaten 
Jeneponto merupakan kegiatan yang menfokuskan 
rehabilitasi di kawasan perkotaan. Kegiatan tersebut 
dilakukan demi terciptanya kawasan hijau Kabupaten 
Jeneponto. Kegiatan rehabilitasi tidak terfokus kepada 
kawasan hutan lindung dengan luasan hutan yang 
relatif sempit masih dalam kondisi yang baik. 
 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
 Penyelenggaraan perlindungan hutan dan 
konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan 
hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi 
konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara 
optimal dan lestari. Dari seluruh kegiatan kehutanan 
pada lembaga kehutanan daerah maka diidenfikasi 
kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam pada 
Tabel 10. 
Tabel 9. Kegiatan dan Persentase Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi  Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 











1. Gowa Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan 1 10 10 
2. Takalar - Reboisasi 
- Penghijauan 
- Pembuatan Tanaman Hutan Kota/ Turus Jalan 
- Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan 
















3. Jeneponto - Penghijauan Kota 
- Pembuatan Hutan Kota 
2 8 25 
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Tabel 10. Kegiatan dan Persentase Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Takalar 
 
Tabel 10 Menunjukkan bahwa tingkat kegiatan 
perlindungan hutan dan konservasi alam di 3 
kabupaten relatif tinggi dengan kisaran 2-4 (25-50%). 
Kabupaten Gowa melaksanakan kegiatan perlindungan 
hutan dan konservasi alam sebanyak 4 kegiatan. Hal ini 
tentunya sudah sangat baik mengingat luas kawasan 
hutan yang relatif luas. Kegiatan ini umumnya 
difokuskan terhadap pencegahan kerusakan dam Bili-
bili. Sehingga kegiatan perlindungan dan konservasi 
tidak intensif dilakukan di dalam kawasan hutan. 
 Kabupaten Takalar memilki kegiatan 
perlindungan hutan dan konservasi alam sebanyak dua 
kegiatan dengan persentase 25%. Kegiatan ini didasari 
kerana luas kawasan hutan Kabupaten Takalat yang 
relatif kecil sehingga diperlukan kegiatan yang lebih 
intensif agar kawasan hutan tetap terjaga.  
 Sebanyak 50% kegiatan kehutanan di 
Kabupaten Jeneponto adalah kegiatan perlindungan 
hutan dan konservasi alam. Hal ini disebabkan karena 
demi terjaganya kawasan hutan yang tergolong sempit. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang intensif 
dilakukan karena banyaknya kegiatan yang dapat 
mengancam kelestarian kawasan hutan di kabupaten 
ini. 
KESIMPULAN 
1. Struktur organisasi kehutanan  di Kabupaten Gowa, 
Takalar, dan Gowa berbeda-beda. Kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) didominasi tingkatan 
pendidikan strata satu. Namun jumlah tenaga teknis 
menangani kehutanan pada Kabupaten Gowa 
belum ideal karena belum sesuai dengan luas 
kawasan hutan pada masing-masing kabupaten, 
sedangkan tenaga teknis pada Kabupaten Takalar 
dan Jeneponto sudah ideal karena sesuai dengan 
luasan kawasan hutan pada daerah tersebut. 
Kabupaten Gowa memiliki jumlah tenaga teknis 
sebanyak 32 dengan jumlah yang ideal sebanyak 
72, Kabupaten Takalar memiliki jumlah sebanyak 15 
dengan jumlah yang ideal sebanyak 7, sedangkan 
Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah tenaga teknis 
sebanyak 17 dengan jumlah tenaga teknis yang 
ideal sebanyak 10 orang. 
2. Kinerja sektor kehutanan berpengaruh terhadap 
jumlah bidang pada SKPD kehutanan. Semakin 
banyak bidang yang menangani kehutanan maka 
semakin tinggi pula persentase kegiatan 
pengelolaan hutan. Pada Kabupaten Gowa dan 
Kabupaten Jeneponto telah melakukan kegiatan 
pengelolaan berupa tata hutan dan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan 
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan 
reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan 
konservasi alam. Sedangkan Kabupaten Takalar 
tidak melakukan kegiatan tata hutan dan 
penyusunan rencana pengelolaan hutan. 
3. Kabupaten Gowa memfokuskan kegiatannya pada 
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan 
hutan serta perlindungan hutan dan konservasi 
alam. Kabupaten Takalar memusatkan pada 
kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. 
Sedangkan Kabupaten Jeneponto umumnya 







1. Gowa - Penyuluhan Kesadaran Masyarakat 
Mengenai Dampak Lingkungan 
- Konservasi Daerah aliran Sungai (DAS) 
- Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan 
Perda Mengenai Pengelolaan Industri 
Hasil Hutan 
















2. Takalar - Konservasi Tanah dan Air (Pembangunan 
Dam Penahan) 










3. Jeneponto - Operasi Pengamanan Kawasan Hutan 
- Pembuatan Embung-embung Air 
- Pembuatan Lubang Penampun air 
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